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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA  

1. UU 14 TAHUN 2008 
2. UU 25 TAHUN 2009 
3. UU 43 TAHUN 2009 
4. PP 61 TAHUN 2010 
5. PERMENDAGRI 3 TAHUN 2017 
6. PERKI 1 TAHUN 2013 
7. PERKI 1 TAHUN 2021 
8. PERDA 8 TAHUN 2012 
9. PERGUB 67 TAHUN 2021 
10. PERGUB 22 TAHUN 2023 
11. KEPGUB 489.1/Kep.50-Huk/2022 

1. Arsipasi, 
2. Pustakawa, 
3. Komunikasi 
4. Pranata humas, dan m 
5.  P,ranata computer       

 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN  

 ATASAN PPID PELAKSANA 
(BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) 

1. Lembaran kerja dan rencana kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat tulis kantor 
4. Jaringan internet 

 

 PENCATATAN DAN PENDAPATAN  

 Disimpan dalam bentuk  
- Hardcopy, dan 
- softcopy 

 



 

 

    Pelaksana    Pendukung   

No. Kegiatan Pemohon  Bagian PPID Atasan  
Kelengkapan Waktu Output 

Ket 
  

Informasi Registrasi Pelaksana PPID 
  

       

1 2 3 4   5  6 7 8 9 

1 Pemohon Informasi menyampaikan       (1) Formulir Pengajuan Pada hari dan Formulir Permohonan  

 pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya        pelayanan Keberatan jam kerja pengajuan keberatan  

 permohonan informasi yang dibutuhkan        Informasi publik yang (15 menit) pelayanan informasi  

 melalui : (1) datang langsung dan mengisi        tersedia di meja  publik yang telah diisi  

 formulir permohonan pengajuan keberatan        pelayanan PPID atau  lengkap dan dilampiri  

 informasi publik dengan melengkapi        yang ditampilkan di  fotocopy/ scan  

 fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui        website dan dapat  identitas  diri (NIK)  

 website dengan mengisi formulir yang telah        diunduh    

 diundunh dan menyertakan scan identitas       (2) Fotocopy atau scan    

 diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email        identitas diri (NIK)    

 PPID yang tertera di website, (3) mengirim        dari pemohon yang    

 fax formulir permohonan informasi yang        menjaukan keberatan    

 telah diisi lengkap disertai dengan fax            

 identitas diri (NIK) ke nomor fax PPID            

2 Melakukan registrasi formulir pengajuan       Semua data-data Pada hari dan Daftar pengajuan  

 keberatan pelayanan informasi dan       pemohon jam kerja keberatan pelayanan  

 menyampaikan pengajuan keberatan kepada       informasi disimpan dalam (15 menit) informasi yang telah  
 Atasan PPID       bentuk hardcopy dan  di-file dalam bentuk  
         

        softcopy  hardcopy dan softcopy  

3 Memeriksa formulir pengajuan keberatan       Berkas pengajuan Pada hari dan Daftar surat yang  

 dari Para Pemohon Informasi dan       keberatan jam kerja harus  

 memerintahkan  PPID Pelaksana untuk       pelayanan informasi yang (8 hari kerja) diberikan kepada PPID  

 menjawab permohonan informasi       telah diisi lengkap  dan PPID Pelaksana  

4 Memerintahkan kepada PPID Pelaksana       1) Berkas pengajuan Pada hari dan Surat perintah tertulis  

 untuk memenuhi permintaan informasi dari        keberatan pelayanan jam kerja kepada PPID dan PPID  

 Pemohon Informasi        informasi yang telah (7 hari kerja) Pelaksana untuk  

         diisi lengkap,  memenuh permintaan  

        2) DIP yang telah  pemohon  

         diumumkan  informasi yang  

           mengajukan  
           keberatan pelayanan  

           informasi publik  

              



          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Memberikan informasi yang diminta oleh     Dokumen/informasi yang Pada hari dan Informasi publik yang  

 pemohon informasi kepada Atasan PPID jika     dimaksud oleh Pemohon jam kerja diminta oleh Pemohon  

 informasi yang dimaksud telah masuk DIDP.     Informasi atau (1 hari kerja) Informasi atau surat  

 Atasan PPID akan menjawab pengajuan     rekomendasi  penolakan kepada  

 keberatan kepada pemohon informasi. Jika     surat penolakan dari PPID  Pemohon  

 informasi yang diinginkan pemohon     Pelaksana karena  Informasi  

 informasi tidak termasuk dalam DIP yang     informasi yang diminta    

 telah diumumkan, karena informasi belum     merupakan informasi    

 tersedia atau  termasuk informasi yang     yang dikecualikan    

 dikecualikan, maka diberikan surat         

 penolakan kepada Pemohon Informasi          


